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PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK 
NOMOR 49 TAHUN 2012 

TENTANG 
PEDOMAN PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL 

YANG MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL ESELON I DAN ESELON II 
Dl LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK, 

Menimbang : bahwa untuk kelancaran dan ketertiban administrasi 
kepegawaian dalam penetapan memperpanjang atau tidak 
memperpanjang batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil 
yang Menduduki Jabatan Struktural Eselon I dan Eselon 
II, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pusat 
Statistik tentang Pedoman Perpanjangan Batas Usia 
Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan 
Struktural Eselon I dan Eselon II di Lingkungan Badan 
Pusat Statistik; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 
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  2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang 
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149), 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2011 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 118); 

  3. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang 
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan 
Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 
2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4194); 

  4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang 
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan 
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164); 

  5. Keputusan Presiden Nomor 163 tentang Sekolah Tinggi 
Ilmu Statistik; 

  6. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang 
Badan Pusat Statistik; 

  7. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 101 
Tahun 1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Sekolah Tinggi Ilmu Statistik; 

  8. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS di 
Daerah; 

  9. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 
13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan 
Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang 
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan 
Struktural sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002; 
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  10. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 
Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan 
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang 
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan 
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; 

  11. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 
14 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis 
Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri 
Sipil serta Pensiun Janda/Dudanya sebagai 
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 
2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, 
dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; 

  12. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 
15 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan 
dan Pengendalian di Bidang Kepegawaian sebagai 
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 
2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, 
dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; 

  13. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan 
Pusat Statistik; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG 
PEDOMAN PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN 
PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN 
STRUKTURAL ESELON I DAN ESELON II DI LINGKUNGAN 
BADAN PUSAT STATISTIK. 

Pasal 1 

Pedoman perpanjangan batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang 
menduduki jabatan struktural eselon I dan eselon II di lingkungan Badan 
Pusat Statistik yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat 
diperpanjang batas usia pensiunnya, dilakukan sesuai dengan ketentuan 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan ini. 

Pasal 2 
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik 
Indonesia. 
 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 9 Juli 2012 
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK, 
 
SURYAMIN 
 

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 17 Juli 2012 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA, 
 
AMIR SYAMSUDIN 
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